
4. Undang ... 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 
Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabtrpaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

3. Undang-Undang Norn.or 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktik MonopoH dan Persairrgan Usaha Tidak Sehat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3817); 

a bahwa U saha Mikro mempunyai potensi dan peran 
yang strategis dalam meningkatkan perekonomian, 
menopang ketahanan ekonomi masyarakat, mengurangi 
kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja di Daerah 
sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pemberdayaan; 

b. bahwa Usaha Mikro perlu dikembangkan melalui 
perlindungan, pemberdayaan dan kemudahan dalam 
memanfaatkan peluang usaha dan menjawab tantangan 

, perkembangan ekonomi di Daerah; 
c. bahwa untuk mengembangkan Usaha Mikro di Daerah agar 

menjadi mandi:ri dan berdaya saing-perlu peran Pemerintah 
Daerah, dunia usaha dan masyarakat; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud 
pada huruf a, huruf b dan huruf c, per1u menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan 
U-saha Mikro; 

BUPATI SUKABUMI, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO 

TENTANG 

NOMOR 4 TAHUN 2022 

BUPATI SUKABUMI 
PROVINS! JAWA BARAT 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI 

Mengingat 

Menimbang 



BAB I ... 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERLJNDUNGAN 
DAN PEMBERDAY AAN USAHA MIKRO 

Menetapkan 

DEWAN PERWAK.ILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI 
dan 

BUPATI SUKABUMl 

MEMUTUSKAN : 

Dengan Persetujuan Bersama 

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 
Mikro Kecil, dan Menengah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah 
diubah dengan Unda:n.g - Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Tahun 
2020 Nomor 245. Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573}; 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nornor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 ten tang Peru bah.an atas Undang - 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tenta:n.g Pembentukan 
Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1831 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran 
Negara Repub-lik Indonesia Nornor 5587) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Tahun 
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tamm .2021 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Berbasis resiko (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021' Nomor 15, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6617}; 

8, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Didaerah (Lembaran 
Negara Repub-lik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 6618); 

9, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang 
Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, 
Usaha Milcro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6619); 
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10. lzin ... 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi; 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Sukabumi; 
3. Pemerintahan Daerah Kabupaten adalah Bupati 

sebagai unsur pemyelenggara Pemerintahan Daerah 
yang rnemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom; 

4. Bupati adalah Bupati Sukabumi; 
5. Peraturan Daerab adalah Peraturan Daerah Kabupaten 

Sukabumi; 
6. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah; 

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPRD , adalah lembaga perwakilan rakyat 
daerah Kabupaten Sukabumi yang berkedudukan 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 

8. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat; 
9. Gubernur adalah GubernurJawa Barat; 
10. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi 

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; 
1 L U saha Mikro adalah usaha produktif milik orang 

perorangan rlan/atau badan usaha perorangan yang 
memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Perundang-Undangan; 

12. Pelaku usaha adalah setiap o~ang,perorang atau badan 
usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan 
badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di 
daerah atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik 
sencliri maupun bersama-sarna melalui kesepakatan 
menyelenggarakan kegiatan usaha mikro dalam 
berbagai bidang ekonomi rakyat; 

13. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usa.'1a Kecil, Usaha 
Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan 
ekonorni di Indonesia dan berdomisili di Indonesia; 

14. Pemberdayaan Usaha Mikro adalah upaya yang 
dilakukan dalam bentuk pertumbuhan iklim usaha, 
pernbinaan dan pengembangan usaha, sehingga 
mampu memperkuat dirinya menjadi usaha kuat, 
tangguh dan mandiri serta dapat bersaing dengan 
pelaku usaha lainnya; 

15. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk 
memberdayakan Usaha Mikro secara sinergis rnelalui 
penetapan berbagai peraturan perundang-undangan 
dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi 
agar Usaha Mikro memperoleh pemihakan, kepastian, 
kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha 
yang seluas-luasnya; 

BAB I 
KETENTUAN T,JMUM 
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27. Kernitraan ... 

16. Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh 
Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan 
peraturan penmdang-undangan sebagai bukti legalitas 
yang menyatakan sah bahwa usaha mikro telah 
memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk 
menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu; 

17. .Jaringan Usaha adalah kumpulan pelaku usaha yang 
berada dalam rantai produksi barang/jasa yang sama 
atau berbeda dan rnemiliki keterkaitan satu sama lain 
serta kepentingan yang sama. 

18. Perlindungan Usaha Mikro adalah segala upaya yang 
menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi 
perlindungan kepada usaha serta untuk menghindari 
praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonorni 
oleh pelaku usaha demi keberlangsungan U saha Mikro; 

19. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh 
Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan 
masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro melalui 
pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan 
bantuan. perkuatan. untuk menumbuh.kan dan 
meningkatkan kernampuan dan daya saing usaha mikro; 

20. Pembiayaan adalah penyecliaan dana oleh Pemerintah, 
Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, · dan masyarakat 
melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan 
bank, untuk mengembangkan dan memperkuat 
permodalan Usaha Mikro; 

21. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat 
LKM adaiah lembaga keuangan yang khusus didirikan 
untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan 
pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau 
pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota 
dan masyarakat, pengelolaan simpana.n, maupun 
pemberian jasa kcnsulrasi pengembangan usaha yang 
tidak semata-mata mencari keuntungan. 

22. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman 
Usaha Mikro oleh lembaga penjamin kredit sebagai 
dukungan untuk memperbesar kesempatan 
memperoleh pinjaman dalam rangka mernperkuat 
permodalannya; 

23. Inkubasi a.dalah suatu proses pembinaan, 
pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh 
lembaga. inkubator kepada peserta Inkubasi (tenant). 

24. Lembaga Inkubator adalah suatu lembaga ya..."'1.g 
melakukan proses lnkubasi terhadap peserta lnkubasi. 

25. Pendataan adalah proses pengurnpulan, pengolahan, 
penyimpanan dan publikasi data yang dilakukan secara 
berkesinambungan dengan 
memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi 
baik secara larrgsung rnatrpurr tidak langsurrg melalui 
instansi pusat · dan daerah dan/ a tau pihak yang 
berkepentingan. 

26. Jangka waktu adalah kondisi tingkatan lamanya 
pengembangan usaha yang diberikan kepada 
Usaha Mikro; 
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d. efisiensi ... 

Pasal 2 
Usaha Mikro berasaskan : 
a. kekeluargaan: 
b. demokrasi ekonomi; 
c. kebersamaan; 

BABU 
ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP 

27. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara U saha 
mikro dengan Usaha Kecil, Menengah dan/atau dengan 
Usaha Besar disertai pembinaan dan pengemba:ngan 
oleh Usaha Kecil, Usaha Menengah dan/atau Usaha 
Besar dengan memperhatikan pririsip saling 
memerlukan saling memperkuat dan saling 
menguntungkan; 

28. Pendidikan dan Pelatihan adalah upaya yang dilakukan 
secara terarah dan berkesinambungan untuk 
meningkatkan kualitas dan kapasitas dalam rangka 
meningkatkan kompetensi sumber daya manusia 
pelaku Usaha Mikro; 

29. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan materi 
pendidikan dan pelatihan serta cara yang digunakan 
sebagai acuan penyelenggaraan kegiatan untuk 
mencapai tujuan pendidikan dan pelatihan; 

30. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan dan 
sikap yang dimiliki untuk melakukan tindakan yang 
bersifat fisik maupun mental; 

31. Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan adalah 
institusi yang secara riil melaksanakan pendidikan 
dan pelatihan bagi sumber daya manusia pelaku 
U saha Mikro; 

32. Monitoring adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan 
terhadap pelaksanaan pendidikan dan pelatihan 
yang sedang berjalan untuk mengetahui keberhasilan, 
dan kemungkinan adanya hambatan, kendala, 
penyimpangan, kelemahan, atau kekurangan yang terjadi 
selama pendidikan dan pelatihan; 

33. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap suatu 
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan setelah seluruh 
kegiatan selesai dilaksanakan, sehingga diketahui 
manfaat dan dampaknya; 

34. Interoperabilitas adalah dimana suatu aplikasi bisa 
berinteraksi dengan aplikasi lainnya melalui suatu 
protokol yang disetujui bersama lewat bermacam­ 
macam jalur komunikasi; 

35. Inkubator adalah lembaga yang bergerak dalam bidang 
penyediaan fasilitas dan pengembangan usaha, baik 
manajemen maupun bagi usaha kecil dan menengah 
untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan 
usahanya dan atau pengembangan produk baru agar 
dapat berkembang rnenjadi wirausaha yang tangguh 
dan atau produk baru yang berdaya saingdalarnjangka 
waktu terten tu; 
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b. memiliki ... 

Pasal 5 
(1) Kriteria modal usaha digunakan untuk pendirian 

atau pendaftaran kegiatan usaha. 
(2) Kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1): 
a. merniliki modal usaha sampai dengan paling 

banyak Rp t , 000.000.000,00 (satu miliar rupiah) 
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 

Pasal 4 
Prinsip Perlindungan clan. Pemherdayaan Usaha 
Mikro adalah: 
a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan 

kewirausahaan Usaha Mikro untuk berkarya dengan 
prakarsa sendiri; 

b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, 
akuntabe!, dan berkeadilan; 

c. pengembangan usaha berbasis potensi Daerah dan 
berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha 
Mikro; 

d. peningkatan daya saing Usaha Mikro; dan 
e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengendalian secara terpadu. 

I ' 

· Pasal 3 
Tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro 
adalah: 
a. mewujudkan struktur perekonomian Daerah yang 

seimbang, berkembang, dan berkeadilan; 
b. rnenumbuhkan 1;ian mengembangkan kemampuan 

UsahaMikro menjadi usahayang tangguh dan mandiri; 
c. meningkatkan. peran. U saha Mikro dalam pembangunan 

Daerah, 
penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, 
pertumbuhan · 
ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan; 

d. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha 
untuk 
menumbuhkan Usaha Mikro; 

e. menmgkatkan produktivitas, daya saing, dan par .. gsa 
pasar; 

f. menumbuhkembangkanjiwa kewirausahaan; 
g. meningkatkan akses terhadap sumber 'daya produktif 

dan pasar yang lebih luas; dan 
h. mengembangkarr produk unggulan Daerah berbasis 

sumber daya Iokal, 

d. efisiensi berkeadilan; 
e. berkelanjutan; 
f. berwawasan lingkungan; 
g. kemandirian; 
h. keseimbangan kemajuan; dan 
i. kesatuan · ekonomi Daerah. 
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c. nomor ... 

Pasa1 7 
(1) Usaha Mikro dalam melakukan kegiatan usahanya 

harus merniliki Perizinan Berusaha. 
(2) Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro diberikan 

berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam 
bentuk: 
a. nomor induk berusaha, untuk kegiatan usaha risiko 

rendah; 
b. nomor induk berusaha dan sertifikat standar, 

untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan 
mcnengah tinggi; dan 

Pasal 6 
Bentuk-Bentuk Kemudahan Usaha Mikro fasilitasi untuk 
pengernbangan U saha Mikro · dilakukan paling sedikit 
melalui: 
a. kemudahan kredit perbankan dan lembaga keuangan 

non-bank; 
b. rnemberikan prioritas kepada usaha rnikro untuk 

pengadaan barang dan jasa di lingkup pernerintah 
daerah (inisiasi lokal]; 

c. kemudahan pembe.rian izin Usaha Mikro membentuk 
lembaga koperasi; 

d. penyediaan sara:na dan prasarana sebagai perluasan 
pemasaran; 

e. penyediaan jaringan informasi yang mudah diakses 
Usaha Mikro; 

f. pewujudan kerja sama kemitraan antar Usaha Mikro 
yang sesuai dengan prinsip kemitraan dan etika bisnis 
yang sehat; 

g. penerbitan perizinan untuk memberikan perlakuan 
khusus bagi: Usaha Mikro; 

h. koordinasi instansi yang berwenang dalam peruntukan 
usaha untuk memprioritaskan pernberian lokasi di 
pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi 
pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, dan 
sejenisnya; dan./ atau 

1. menyediakan promosi produk produksi Usaha Mikro 
guna memperkuat kualitas kelembagaan dan 
meningkatkan usaha; 

Bagian Kesatu 
Bentuk-Bentuk Kemudahan Use ..... 11.a ML.1<.ro 

BAB lll 
KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN 

USAHA MIKRO 

b. memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan 
paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua rniliar 
rupiah}; 

(3) Nilai nominal kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) dapat diubah sesuai peraturan 
perundang- undangan. 
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(3) Pendampingan ... 

Pasal 11 
{l} Pemerintah Daerah memberikan pendarnpingan bagi 

Usaha Mikro yang telah mendapatkan nomor induk 
berusaha; 

(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) 
dilaksanakan untuk: 
a. meningkatkan pengetahuan terhadap penerapan 

standar rrasional Indonesia dan sertifikasi jaminan 
produk halal bagi Usaha Mikro yang baru 
mendapatkan nomor induk berusaha; dan/ a tau 

b. memenuhi persyaratan mendapatkan sertifikat 
standar dan atau izin; 

Pasal 10 
Dalam hal pelaku U saha Mikro tidak dapat mengakses 
Perizinan Berusaha secara daring, Dinas, perangkat di 
tingkat kecamatan, dan/atau k .. antor keluraharr/kantor 
desa memfasilitasi pendaftaran Perizinan Berusaha dengan 
rnempertimbangkan karakteristik wilayah. 

Pasal 9 
(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan 

pendaftaran bagi Usaha Mikro untuk kernudahan 
Perizinan Berusaha; 

(2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pendaftaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah 
Daerah melakukan: 
a. identifikasi clan pemetaan Usaha Mikro 

berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah, dan 
tinggi;dan 

b. pendaftaran pelaku Usaha Mikro melalui sistem 
Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik 
untuk rnendapatkan nomor in.duk berusaha; 

Pasal 8 
(1) Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro dilaksanakan 

melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara 
elektronik, yang <likelola oleh lembaga yang mengelola 
Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik; 

(2) Pemenuhan persyaratan dan tata cara permohonan 
Perizinan Berusaha dilaksanakan sesuai dengan 
norma, stander, prosedur, dan kriteria yang diatur 
dalam peraturan perundang-undangan; 

c. nomor induk berusaha dan izin, untuk kegiatan 
usaha risiko tinggi, 

(3) Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha 
Mikro termasuk dalam kegiatan usaha dengan tingkat 
risiko menengah atau risiko tinggi, selain wajib 
memiliki Perizinan· Berusaha sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2l, pelaku usaha wajib merniliki sertifikat 
standar produk dan atau standar usaha sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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a. mengajukan ... 

Pasal 16 
Untuk memperoleh layanan bantuan dan pendampingan 
hukum sebagaimana dimaksud dulam Pasal 15 U saha 
Mikro harus memenuhi persyaratan: 

Pasal 15 
(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan layanan 

bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku 
U saha Mikro; 

(2) Layanan bantuan dan pend.ampingan hukum kepada 
pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tidak dipungut biaya; 

(3) Layanan bantuan clan pendampingan hukum 
sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. penyuluhan hukum; 
b. konsultasi hukum; 
c. mediasi; 
d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau 
e. pendampingan di luar pengadilan; 

Bagi.an Kedua 
Pelindungan Usaha Mikro 

Penyediaan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum 
Bagi U saha Mikro 

Pasal 14 
Pemerintah Daerah d.apat memfasilitasi Pendaftaran 
perizinan tunggal, pemenuhan kepemilikan sertifikat 
standar dan/ atau izm, dan perpanjangan sertifikat 
jaminan produk halal bagi Usaha Mikro sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

Pasal 13 
(1) Perizinan tunggal, sertifikat standar dan/atau izin bagi 

Usaha Mikro berlaku selama kegiatan usaha 
berlangsung; 

(2) Ketentuan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) dikecualikan untuk sertifikat halal sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
mengenai jarninan produk halal; 

(3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pemenuhan 
perizinan tunggal, sertifikat standar dan atau izin bagi 
Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1); 

Pasal 12 
U saha Mikro yang baru mendirikan usaha dapat langsung 
mengajukan permohonan nomor induk berusaha, sertifikat 
standar, dan atau izin melalui sistem Perizinan Berusaha 
yang terintegrasi secara elektronik. 

(3) Pendarnpingan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
paling sedikit dilaksanakan melalui fasilitasi bimbingan 
teknis, konsultasi, dan/ atau pelatihan; 
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Pasal 20 ... 

Pasal 19 
(1) Pemberian layanan bantuan dan penclampingan 

hukum Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalarn 
Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 dilaksanakan oleh 
perangkat daerah yang melakukan pem berdayaan 
usaha rrrikro. 

(2) hasil pelaksanaan pemberian layanan bantuan dan 
pendampingan hukum Usaha Mikro sebagaiamana 
dimaksud pada ayat ( 1) dilaporkan kepada 
Kernen terian. 

Pasal 18 
Dalam upaya pemberian layanan bantuan dan 
pendampingan hukum kepada Usaha Mikro, Pemerintah 
Daerah pa ling sedikit: 
a. melakukan identifikasi permasalahan hukum yang 

dihadapi oleh pelaku U saha; 
b. membuka informasi kepada pelaku Usaha mengenai 

bentuk dan cara mengakses layanan bantuan dan 
pendampingan hukum; 

c. rnenmgkatkan literasi hukum; 
d. mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program 

dari kegiatan layanan bantuan dan pendampingan 
hukum; dan 

e. melakukan kerja sarna dengan instansi terkait, 
perguruan tinggi dan/atau orgarrisasi profesi hukum. 

PasaJ 17 
(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan 

pembiayaan kepada Usaha Mikro yang meminta 
layanan bantuan dan pendampingan hukum 
yang disediakan pihak lain; 

(2) Pihak lain sebagamana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas: 
a. perorangan yang memiliki izin pra.ktik sebagai 

advokat; 
b. lembaga pemberi bantuan hukum; atau 
c. perguruan tinggi; 

· {3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum yang 
diperlukan pihak lain sebagaimana dima.ksud pada 
ayat (2) meliputi: 
a. konsultasi hukum; 
b. mediasi; 
c. penyusunan dokurnen hukum; 
d. pemdampingan di luar pengadilan; dan/ atau 
e. pendampingan di pengadilan; 

(4) Tata cara dan besaran bantuan pembiayaan layanan 
bantuan dan pendampingan hukum dilakukan sesuai 
peraturan perundang-undangan; 

a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada 
Pemerintah Daerah; 

b. memiliki nomor induk berusaha: clan 
c. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan 

perkara. 
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Bagian ... 

Pasal23 
(1) Pemerintah Daerah melalui perangkat yang 

membidangi usaha mikro menyampaikan data usaha 
mikro kepada Menteri sesuai standar data dan 
memenuhi kaidah interoperabilitas; 

(2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1} 
disampaikan secara periodik J (satu) kali clalam l (satu) 
tahun paling lambat sernest r pertarna tahun 
anggaran berjalan; 

Pasal 22 
(1) Untuk pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

21 ayat (2), Pemerintah Daerah meminta laporan secara 
berjenjang kepada struktur dibawahnya untuk 
menyampaikan data Usaha Mikro kepada perangkat 
daerah yang membidangi usaha mikro sesuai standar 
data dan memenuhi kaidah interoperabilitas; 

(2) Pendataan usaha mikro dapat melibatkan dunia 
usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat 
dan pemangku kepentingan terkait; 

Pasal 21 
(1) Untuk mendukung upaya pemberdayaan usaha mikro 

di daerah, Pemerintah Daerah melalui perangkat 
daerah yang membidangi usaha mikro melaksanakan 
pendataan terhadap pelaku usaha rnikro; 

{2} Pendataan usaha mikro sebaga:imana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan melalui: 
a. inventarisasi pelaku usaha mikro; 
b. identifi:kasi potensi usaha; 

(3j pendataan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 
mengacu pada standar data U saha Mikro yang paling 
seclikit memuat identitas usaha dan identitas 
pelaku usaha; 

Bagian Ketiga 
Pemberdayaan U saha Mikro 

Pasal 20 
(1} Dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu, Pernerintah 

Daerah mengupayakan pemulihan Usaha Mikro 
meliputi: 
a. restrukturisasi kredit; 
b. rekonstruksi usaha; 
c. bantuan permodalan: dan/ atau 
d. bantuan bentuk lain. 

(2) Pemulihan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diprioritaskan kepada U saha Mikro yang terdampak 
untuk pemulihan perekonomian rnasyarakat; 
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(3) Ketentuan ... 

Pasal 26 
( 1) Alokasi besaran penyediaan tempat promosi dan 

pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 24 ayat (1) wajib tertuang dalam kontrak 
kerja sama antara penyelenggara infrastruktur publik 
dengan pengelola infrastruktur publik; 

(2) Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) paling sedikit memuat: 
a. identitas para pihak; 
b. hak dan kewajiban para pihak; 
c. sanksi; dan 
d. penyelesaian sengketa; 

Pasal 25 
(1) Pemerintab Daerah. dapat memberikan apresiasi 

berbentuk insentif kepada badan usaha yang 
menyediakan tempat promosi dan pengembangan 
Usaha Mikro sesuai dengan alokasi sebagaimana 
dimaksud dalarn Pasal 24 ayat (1); 

(2} Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dapat 
berupa subsidi, keringanan biaya retribusi/pajak 
daerah, fasilitas kemudahan dan/atau penghargaan 
lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan; 

Pasal 24 
(1) Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, 

dan/ atau badan usaha swasta wajib rnelakukan 
penyediaan tempat promosi Usaha Mikro dan Usaha 
Kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total 
luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, 
dan/ atau tempat promosi yang strategis pada 
infrastruktur pu blik; 

(2) Infrastruktnr publik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi: 
a. terminal; 
b. bandar udara; 
c. pelabuhan; 
d. stasiun kereta api; 
e. tempat istirahat dan pelayanan jalan tol; 
f. Hotel; 
g. Restorant; dan 
h. Mall, Pusat Pembelanjaan dan/atau Toko Modem; 

{3) Penyediaan ternpat promosi dan pengembangan Usaha 
Mikro dilakukan dengan memperhatikan aspek 
keselamatan dan keamanan serta menjaga ketertiban 
dalarn pelayanan infrastruktur public; 

(4) Tempat istirahat dan pelayanan jalan tol sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf 3, selain diperuntukkan 
bagi Usaha Mikro dan Usaha keciljuga diperuntukkan 
bagi U saha Menengah; 

Bagian Keempat 
Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan 

Usaha Mikro pada lnfrastruktur Publik 



Pasal 29 ... 

Pasal 28 
(1) Pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha 

Mikro pada tnfrastruktur pnblik dilakukan oleh 
Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, atau 
badan usaha swasta sebagai penyelenggara 
infrastruktur publik; 

(2) DaJam melakukan pengelolaan tempat promosi dan 
pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), penyelenggara infrastruktur publik dapat 
menyerahkan pengelolaan dan pengembangannya 
kepada Koperasi; 

(3) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
mendapatkan prioritas sebagai pengelola tempat 
promosi dan pengembangan Usaha Mikro pada 
infrastruktur publik; 

(4) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diberikan hak pengelolaan tempat prornosi dan 
pengembangan Usaha Mikro setelah dilakukan seleksi 
oleh Perangkat daerah yang membidangi usaha mikro; 

Pasal 27 
(1) Penyediaan tempat promosi untuk Usaha Mikro 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) paling 
sedikit berupa: 
a. media luar ruang; dan 
b. ruang parneran; 

(2) Penyediaan tempat pengembangan usaha untuk Usaha 
Mikro sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 24 ayat (1) 
paling sedilcit berupa: 
a. tempat berjualan; 
b. tempat bekerja atau akomodasi; dan 
c. Pergudangan; 

(3) Ternpat promosi dan pengembangan usaha untuk 
U saha Mikro berada di lokasi strategis pada 
infrastruktur pu blik; 

(4) Penyediaan tenmpat promosi sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) dan pengembangan usaha sebagaimana 
dimaksud ayat (2) berlaku pula bagi Usaha Menengah 
pada tempat istirahat dan pelayanan jalan tol; 

(3) Ketentuan pemenuhan alokasi 30% (tiga puluh persen) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) berlaku 
untuk penyelenggaraan infrastruktur publik yang: 
a. telah melakukan penandatanganan kontrak 

pengusahaan infrastruktur publik namun belum 
melakukan proses pembangunan; atau 

b. sedang dalam proses pembangunan; 
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(4) Pengelolaan ... 

Pasal 32 
(1) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro merupakan 

kelompok Usaha Mikro yang terkait dalam: 
a. suatu rantai produk umum; 
b. ketergantnngan atas keterarnpilan tenaga kerja 

yang serupa; atau 
c. penggunaan teknologi yang serupa dan saling 

melengkapi secara terintegrasi; 
(2) Anggota ke1ornpok Usaha Mikro sebagaimana 

dirnaksud pada ayat (1} mernbentuk Koperasi guna 
mewadahi kegiatan pengelolaan terpadu. 

(3) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: 
a. pendirian/legalisasi; 
b. pembiayaarr; 
c. penyediaan bahan baku; 
d. proses produksi; 
e. kurasi; dan 
f. pemasaran produk Usaha Mikro melalui 

perdagangan elektronik/ nonelektronik; 

Bagian kelima 
Pengelolaan Terpadu 

Pasal 31 
Penyelenggara infrastruktur publikmenetapkan biaya sewa 
tempat prornosi dan pengembangan Usaha Mikro paling 
banyak 30% (tiga puluh persen) dari harga sewa komersial. 

Pasa:130 
Perangkat daerah melakukan pengawasan terhadap 
penyelenggaraan pelaksanaan tempat promosi 
dan pengembangan Usaha Mikro oleh penyelenggara 
infrastruktur publik sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan 
infrastruktur publik. 

Pasal 29 
Penyelenggara infrastruktur publik yang mengelola tempat 
promosi dan pengembangan U saha Mikro harus: 
a. melaksanakan rekomendasi Dinas; 
b. mendaftarkan Usaha Mikro yang mendapatkan 

fasilitasi tempat promosi dan pengembangan usaha 
pada sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara 
elektronik; 

c. melakukan seleksi Usaha Mikro dan kurasi produk 
Usaha Mikro yang akan melakukan usaha di lokasi 
infrastruktur publik; 

d. memfasilitasi pelatihan dan pendampingan bagi Usaha 
Mikro untuk mengembangkan usaha; dan 

e. mengelola tempat promosi dan pengembangan U saha 
Mikro secara profesional dan akuntabel; 
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1. penyediaan ... 

Pasal 34 
Kernudahan, pendampingan, dan fasilitasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 33 meliputi: 
a. pendirian/legalisasi berupa: 

1. desiminasi pendaftaran Perizinan Berusaha 
berbasisi resiko dalam sistem Perizinan Berusaha 
terintegrasi · secara elektronik sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

2. standardisasi dan sertifikasi dalam rangka ekspor 
bagi U saha Mikro yang telah mendapatkan nomor 
induk berusaha; dan 

3. desiminasi kepernilikan hak kekayaan intelektual 
dalam negeri dan untuk ekspor; 

b. pembiayaan berupa: 
1. sosialisasi akses pembiayaan; 
2. penyaluran dana bergulir, bantuan permodalan 

sesuai dengan peraturan perundang undangan 
yang berlaku; 

c. proses produksi berupa: 
1. bantuan sarana dan prasarana sesuai dengan 

peraturan perundang undangan yang berlaku : 
a} penyediaan lahan clan bangunan untuk 

d:imanfaatk:an sebagai lokasi proses produksi 
b) mesin dan peralatan produksi; dan/ atau 
c) sarana pendukung lain; 

2. peningkatan kompetensi sumber daya manusia: 
a} penc:lidikan; 
b) pelatihan; 
c) magang; dan 
d) pendampingan; 

3. desiminasi standardisasi dan sertifikasi produk 
untuk ekspor melalui pelatihan dan 
pendampingan berkelanjutan berdasarkan klaster; 

4. desiminsi desain produk dan kemasan, 
pengembangan pencitraan produk, serta desain 
dan konten toko online; dan 

5. pembinaan dalam proses fabrikasi produk; 
d. kurasi berupa: 

1. melakukan penilaian produk unggulan daerah 
yang memiliki potensi pasar; dan 

2. melakukan seleksi dan penilaian terhadap Usaha 
Mikro; dan 

e. pemasaran produk melalui perdagangan 
elektronik/nonelektronik berupa: 

Pasal 33 
Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, 
pendampingan, dan fasilitasi untuk implementasi 
pengelolaan terpadu Usaha Mikro sesuai dengan 
kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang- undangan. 

(4) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara 
terintegrasi, sistematis, akuntabel, dan Berkelanjutan. 
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(3) Standar ... 

Pasal 38 
( 1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang 

membidangi kornuriikasi, informatika dan persandian 
memfasilitasi penyediaan.pengernbangan, pelatihan 
dan pendampingan pemanfaatan sistem aplikasi 
pembukuan/peneatatan keuangan Usaha Mikro; 

(2) Sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan 
Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 
berpedoman pada standar akuntansi yang ber1aku 
bagi U saha Mikro; 

Pasal 37 
Pembiayaan pengelolaan terpadu Usaha Mikro bersurnber 
dari: 
a. APBD; dan/atau 
b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

Pasal 36 
(1) Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi 

Pengelolaan terpadu U saha Mikro di Daerah; 
(2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) 

mengacu ada rencana aksi Nasional; 
(3} Rencana aksi di Daerah sebagaimana dimaksud pada 

Ayat (1) merupakan bagian integral dari Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 

Pasal 35 
(1) Penentuan lokasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro 

memperhatikan paling sedikit: 
a. pemetaan potensi berdasarkan ketersediaan 

bahan baku, ketersediaan tenaga kerja, akses 
distribusi, akses pembiayaan, penggunaan 
teknologi yang serupa dan saling melengkapi, dan 
dampak ekonomi masyarakat; 

b. keunggulan Daerah berdasarkan komoditas 
unggulan dan potensi pasar; 

c. strategi penentuan lokasi berdasarkan 
ketersediaan Iahan, infrastruktur, lingkungan 
masyarakat, akses distribusi, rencana tata ruang 
wilayah; dan/atau 

d. lokasi kawasan ekonomi khusus, kawasan industri 
terpadu, kawasan berikat, dan kawasan 
terpadu lain; 

(2) Lokasi untuk Usaha Mikro, baik sebagai pelaku usaha 
maupun sebagai usaha pendukung bagi perusahaan 
yang berada di kawasan ekonomi khusus ditetapkan 
sebagai lokasi pengelolaan terpadu; 

1. penyediaan tempat promosi dan pengembangan 
Usaha Mikro; 

2. literasi digital clan nondigital; dan 
3. pengembangan bisnis online untuk membantu 

pemasaran; 
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(2) Kebijakan ... 

Pasal 41 
( 1) Dalam merumuskan kebijakan sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 40 Ayat ( 1) Pernerintah Daerah 
memberikan peluang secara aktif kepada Dunia 
Usaha, Dunia pendidikan, Media dan masyarakat; 

Pasal 40 
(1) Pernerintah Daerah merumuskan kebijak:an 

pengembangan U saha Mikro di Daerah. 
(2) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana d:imaksud 

pada ayat (I J dilakukan melalui: 
a. pendataan serta identifikasi potensi dan masalah 

yang dihadapi U saha Mikro; 
b. penyusunan program pembinaan dan 

pengembangan sesuai potensi dan masalah yang 
dihadapi; 

c. pelaksanaan program pembinaan dan 
pengembangan; dan 

d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan 
program; 

(3) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud 
pada Ayat (1) dilaksanakan rnelalui pendekatan: 
a. koperasi; 
b. sentra; 
c. klaster; dan 
d. kelornpok; 

Bagian Keenam 
Pengembangan Usaha Mikro 

Pasal39 
(1) Perneliharaan terhadap fasilitas utama dan fasilitas 

penunjang pada terminal rnilik pemerintah daerah 
harus bekerjasama dengan Usaha Mikro; 

(2) Perneliharaan yang harus dikerjasarnakan 
sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) berupa: 
a. rutin; 
b. memfungsikan kembali; 
c. penggantian; dan/ atau 
d. bersifat rnelengkapi; 

(3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) 
dilaksanakan seeuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

(3) Standar akuntasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) mempertimbangkan kesederhanaan dan 
kemudahan bagi Usaha Mikro; 

(4) Fasilitasi penyediaan sistem aplikasi pembukuan/ 
pencatatan keuangan sederhana bagi Usaha Mikro 
tidak dipungut biaya; 

(5) Pernerint.ah Daerah dalam menyediakan fasilitas 
pe1atihan dan pendampingan pembukuan/ pencatatan 
keuangan bagi Usaha Mikro dapat bekerjasama dengan 
perguruan tinggi dan asosiasi; 
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(2) Kebijakan ... 

Pasal 43 
(1) Dalam pemberian kemudahan, pelindungan, dan 

pemberdayaan Usaha Mikro, Bupati bertugas: 
a. rnenyusun, menyiapkan, menetapkan, dan/ atau 

rnelaksanakan kebijakan umum di Daerah tentang 
kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan 
U saha Mikro; 

b. menyinergikan perencanaan daerah, sebagai dasar 
penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan 
yang dijabarkan dalam program Daerah; 

c. menyelesaikan masalah yang timbul dalam 
penyelenggaraan kemudahan, pelindungan, dan 
pemberdayaan di Daerah; 

d. menyinergikan penyusunan dan pelaksanaan 
peraturan di Provinsi dan Daerah dengan 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; 

e. menyelenggarakan kebijakan dan program 
pengembangan usaha, pembiayaan dan 
penjaminan, dan kernitraan di Daerah; 

f. mengoordinasikan pengembangan kelembagaan 
dan sumber daya manusia Usaha Mikro 
di Daerah; dan 

g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
program kemudahan pelindungan, dan 
pemberdayaan Usaha Mikro; 

Bagian Ketujuh 
Koordinasi dan Pengendalian Kemudahan Pelindungan, 

dan Pemberdayaan U saha Mikro Lingkup Koordinasi 

Pasal 42 
( 1) Peran serta Dunia U saha, Dunia pendidikan, Media 

dan masyarakat berperan serta dalam merumuskan 
kebijakan penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi 
kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Usaha 
Mikro di Daerah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 
41 ayat (1); 

(2) Peran serta Duma Usaha, Dunia pendidikan, Media 
dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan 
pengembangan Usaha Mikro di Daerah diwujudkan 
dalam bentuk pemberian masukan, saran, dan 
pendapat dalarn proses penyusunan kebijakan, 
pelaksanaan, den pengewasan yang dilakukan secara 
langsung atau tidak langsung; 

(3) Tata cara peran serta Dunia U saha, Dunia pendidikan, 
Media dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan 
pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengaeu pada peraturan perundang-undangan; 

(2) Kebijakan pengembangan Usaha Mikro telah 
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah diwujudkan 
dalam program. kerja yang mencakup rencana, 
pelaksanaan dan hasil penyelenggaraan kegiatan; 
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Pasal 48 ... 

Pasal 47 
( 1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan 

kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan U saha 
Menengah dan U saha Besar dengan U saha Mikro 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberikan kepada U saha Mikro beru pa: 
a. pengurangan atau keringanan pajak daerah; 
b. pengurangan atau keringanan retribusi daerah; 
c. pemberian bantuan modal; 
d. bantuan untuk riset dan pengembangan; 
e. fasilitas pelatihan vokasi; dan/ a tau 
f. subsidi bunga pinjaman pada kredit program. 

Bagian Kesatu 
Insentif Kemitraan 

BAB IV 
KEMITRMN 

Pasal 46 
(1) Ketentuan upah minimum Provinsi dan upah 

minimum Daer-ah dikecualikan bagi Usaha Mikrc. 
(2) Ketentuan upah minimum Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan 
peraturan perundang- undangan 

Pasal 45 
(1) Koordinasi dan pengendalian kemudahan, 

pelindungan, dan pemberdayaan U saha Mikro 
dilakukan di Daerah; 

(2) Koordinasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud 
pada Ayat {l) dilakukan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan; 

Pasal 44 
(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melaporkan secara 

berkala hasil pelaksanaan kebijakan/ program 
kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan U saha 
Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat ( 1) 
kepada Menteri dan Gubernur; 

(2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan 
laporan secara berkala kepada Menteri dan gubernur 
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan 2 
(dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan Juni dan 
bulan Desember; 

(2) Kebijakan/program kemudahan, pelindungan, dan 
pemberdayaan Usaha Mikro dilaksanakan sesuai 
dengan pembagian kewenangan sebagaimana diatur 
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, 
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d. perdagangan ... 

Pasal 51 
(1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 

dilaksanakan melalui pola: 
a. inti-plasma; 
b. subkontrak; 
c. waralaba; 

Pasal 50 
(1) Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang 

produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, 
sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan 
po1a kemitraan; 

(2J Alih keterampilan sebagairnana dimaksud pada ayat 
(1) diberikan melalui pelatihan, peningkatan 
kemampuan, pemagangan, dan pendampingan 
kepada Usaha Mikro; 

Pasal 49 
(1) Kemitraan antara Usaha Mikro dengan Usaha 

Menengah dan Usaha Besar dilaksanakan dengan 
memperhatikan prinsip kemitraan dan menjunjung 
etika bisnis yang sehat; 

(2) Prinsip kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) meliputi prinsip saling: 
.a, memerlukan; 
b. mempercayai; 
c. memperkuat; dan 
d. menguntungkan; 

(3) Dalam melaksanakan kemitraan, para pihak 
.mempunyai kedudukan hukum yang setara dan, 
berlaku hukum Indonesia; 

(4) Kemitraan antara Usaha Mikro dengan Usaha 
Menengah dan U saha Besar dilaksanakan dengan 
disertai bantuan dan penguatan oleh Usaha Besar; 

Bagian .Kedua 
Pola Kemitraan 

Pasal 48 
(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya 

melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap 
pelaksanaan kemitraan; 

(2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat 
berkoordinasi dengan kementerian/lembaga 
pemerintah nonkementerian; 

(3) Hasil pengawasan dan evaluasi kemitraan 
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digunakan 
paling sedikit untuk: 
a. kerja sama dalam perencanaan program 

kemitraan; dan/ atau 
b. advokasi pelaku usaha dalam pelaksanaan 

kemitraan; 
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(4) Ketentuan ... 

Pasal 54 
(1) Dalam pola kemitraan waralaba sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c: 
a. Usaha Besar berkedudukan sebagai pemberi 

waralaba dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai 
penerima waralaba; atau 

b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemberi 
waralaba dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai 
penerima waralaba; 

(2) Usa:ha Besar yang mernperluas usahanya dengan cara 
waralaba memberikan kesempatan dan mendahulukan 
Usaha Mikro yang memiliki kapasitas dan kelayakan 
usaha; 

(3) Usaha Mikro dapat melakukan kernitraan dengan pola 
waralaba sebagai pemberi waralaba; 

Pasal 53 
(1) Dalam pola kemitraan subkontrak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b: 
a. Usaha Besar berkedudukan sebagai kontraktor 

dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai 
subkontraktor; atau 

b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai 
kontraktor dan Usaha Mikro berkedudukan 
sebagai su bkontraktor; 

(2) Daiam pelaksanaan pola kemitraan subkontrak, 
Usaha Besar sebagai kontraktor memberikan 
dukungan: 
a. kemudahan dalam mengerjakan sebagian 

produksi dan/ atau komponen; 
b. kemudahan memperoleh bahan baku; 
c. peningkatan pengetahuan teknis produksi; 
d. teknologi; 
e. pembiayaan; dan 
f. sistem pembayaran; 

Pasal 52 
Dalam pola kemitraan inti-plasma sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a: 
a. Usaha Besar berkedudukan sebagai inti dan Usaha 

Mikro berkedudukan sebagai plasma; atau 
b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai inti dan 

Usaha Mikro berkedudukan sebagai plasma; 

d. perdagangan urnurn; 
e. distribusi dan keagenan; 
f. rantai pasok; dan 
g. bentuk kemitraan lain; 

(2) Bentuk kemitraan lain sebagairnana dimaksud 
pada ayat (1) huruf g, paling sedikit: 
a. bagi hasil; 
b. kerja sama operasional; 
c. usaha patungan (joint venture); dan 
d. penyumberluaran (outsourcing); 
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b. Usaha ... 

Pasal 58 
(1) Dalam pola kemitraan bagi hasil sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a: 
a. Usaha Mikro berkedudukan sebagai pelaksana 

yang menjalankan usaha yang dibiayai atau 
dimiliki oleh Usaha Besar; atau 

Pasal 57 
(1) Pelaksanaan Kemitraan dengan Pola Rantai Pasok 

sebagaimana dimaksud dalam P.asa151 ayat {1} huruf 
f, dapat dilakukan dalam satu rangkaian kegiatan 
yang melibatkan Usaha Mikro dan Usaha Besar, 
paling sedikit: 
a. pengelolaan perpindahan produk yang dilakukan 

oleh perusahaan dengan penyedia bahan baku; 
b. pendistribusian produk dari perusahaan 

ke konsumen; dan/ atau 
c. pengelolaan ketersediaan bahan baku, pasokan 

bahan baku, serta proses fabrikasi; 
{2) Dalam pola kemitraan .rantai pasok sebagaimana 

climaksud pada ayat (1) Usaha Besar berkedudukan 
sebagai penerima barang dan U saha Mikro 
berkedudukan sebagai penyedia barang; atau Usaha 
Menengah berkedudukan sebagai penerima barang dan 
Usaha Mikro berkedudukan sebagai penyedia barang; 

(3) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang 
diperlukan oleh Usaha Besar atau Usaha Menengah 
dilakukan melalui pola kemitraan rantai pasok 
mengutamakan pengadaan basil produksi Usaha 
Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan 
jasa yang diperhrkan: 

(4) Usaha Mikro yang berada di sekitar wilayah ekonomi 
diprioritaskan sebagai usaha pendukung di Kawasan 
Ekonomi Khusus; 

Pasal 56 
Dalam pola kemitraan distribusi dan keagenan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf e: 
a. Usaha Besar memberikan hak khusus memasarkan 

barang dan jasa kepada U saha Mikro; a tau 
b. Usaha Menengah memberikan hak khusus 

rnernasarkan barang danjasa kepada Usaha Mikro; 

Pasal 55 
( 1) Kemitraan usaha dengan pola perdagangan urn um, 

dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran 
dan penyediaan Iokasi usaha dari Usaha Mikro yang 
dilakukan secara terbuka; 

(2) Pengaturan sistem pembayaran dalam bentuk kerja 
sama kemitraan perdagangan umum sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan tidak 
merugikan salah satu pihak; 

(4) Ketentuan rnengenai waralaba diatur sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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(3) Dalam ... 

Pasal 61 
(1) Dalam pola kemitraan pola penyumberluaran 

(outsourcing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 
ayat (2) huruf d: 
a. Usaha Mikro dapat bermitra dengan Usaha Besar 

untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian 
pekerjaan di luar pekerjaan utama usaha besar; 

b. U saha Mikro dapat bermitra dengan U saha 
Menengah untuk mengerjakan pekerjaan atau 
bagian pekerjaan di 1uar pekerjaan uta:ma Usaha 
Menengah; 

(2) Kemitraan pola penyumberluaran dijalankan pada 
bidang dan jenis usaha yang bukan merupakan 
pekerjaan pokok dan/ atau bukan komponen pokok; 

Pasal60 
(1) Dalam pola kemitraan usaha patungan tjoint venture) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) 
huruf c: 
a. U saha Mikro dapat melakukan kemitraan usaha 

dengan U saha Besar asing; dan 
b. Usaha Mikro dapat melakukan kemitraan usaha 

dengan U saha Menengah asing, dengan cara 
menjalankan aktifitas ekonomi bersama dengan 
mendirikan badan usaha baru berbentuk badan 
hukum sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

(2) Dalam menjalankan aktivitas ekonomi bersama para 
pihak berbagi secara proporsional dalam pemilikan 
saham, keuntungan, risiko, dan manajemen 
perusabaan; 

Pasal 59 
Pola kemitraan kerja sama operasional sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b antara: 
a. U saha Mikro dengan U saha Besar menjalankan usaha 

yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan 
selesai; atau 

b. Usaha Mikro dengan Usaha Menengah menjalankan 
usaha yang sifatnya sementara sampai dengan 
pekerjaan selesai; 

b. Usaha Mikro berkedudukan sebagai pelaksana 
yang rnenjalankan usaha yang dibiayai atau 
dimiliki oleh Usaha Menengah; 

(2) Para pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil 
memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan 
dan sumber daya yang dimiliki serta disepakati kedua 
belah pihak yang bermitra; 

(3) Besamya pembagian keuntungan yang diterima atau 
kerugian yang ditanggung para pihak yang bermitra 
dengan pola bagi hasil berdasarkan pada perjanjian 
yang disepakati; 

-23- 



BAB V ... 

Pasal 63 
(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi: 

a. Usaha Besar untuk membangun kemitraan 
dengan Usaha Mikro; atau 

b. Usaha Menengah untuk membangun kernitraan 
dengan U saha Mikro; 

(2) Untuk melaksanakan peran Pemerintah Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah 
Daerah: 
a. menyediakan data dan informasi pelaku Usaha 

Mikro yang siap bermitra; 
b. mengembangkan proyek percontohan kemitraan; 
c. memfasilitasi dukungan kebijakan; dan 
d. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan 

program pelaksanaarr, pemantauan, evaluasi, 
serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan 
kemitraan; 

Bagian Keempat 
Peran Pemerintah Daerah dalam Kemitraan 

Pasal 62 
(1) Setiap bentuk kemitraan yang dilakukan oleh Usaha 

Mikro dituangkan dalam perjanjian kemitraan; 
(2) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia; 
{3) Dalam hal salah satu pihak merupakan orang atau 

badan hukum asing, perjanjian kemitraan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 
Bahasa Indonesia dan bahasa asing; 

(4) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) memuat paling sedikit: 
a. identitas para pihak; 
b. kegiatan usaha; 
c. hak dan kewajiban para pihak; 
d. bentuk pengembangan; 
e. jangka waktu kemitraan; 
f. jangka waktu dan mekanisme pembayaran; dan 
g. penyelesaian perselisihan; 

Bagian Ketiga 
Perjanjian Kemitraan 

(3) Dalam pola kemitraan penyumberluaran: 
a. Usaha Besar berkedudukan sebagai pemilik 

pekerjaan dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai 
penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan; atau 

b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemilik 
pekerjaan dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai 
penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan; 
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8/\B VI ... 

Pasal 65 
(1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan modal 

kepada U saha Mikro; 
(2) Pemerintah Daerah memberikan bantuan untuk riset 

dan pengernbangan Usaha Mikro; 
(3) Pemerintah Daerah memberikan fasilitas pelatihan 

vokasi Usaha Mikro; 

Pasal 64 
( 1) U saha Mikro dan U saha Kecil diberi kemudahan / 

penyederhanaan administra-si perpajakan dalam 
rangka pengajuan fasilitas pembiayaan clari 
Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan perattrran 
penmdang-nndangan di bidang perpajakan; 

(2) Usaha Mikro dan Usaha Kecil tertentu dapat diberi 
insentif pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan di bidang pajak 
penghasilan; 

(3) Usaha Mikro dan Usaha Kecil diberikan insentif 
berupa pengurangan, keringanan, atau pembebasan 
pajak daerah dan/ atau retribusi daerah sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

(4) Usaha Mikro dan Usaha Kecil diberikan insentif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus 
memenuhi kriteria: 
a. baru mulai berproduksi atau beroperasi; 
b. peredaran usaha paling banyak 

Rp7.500.000.000.00 (tujuh rniliar lima ratus 
juta rupiah) per tahun; 

c. melakukan usaha di sektor pertanian, 
perkebunan, petemakan, industri, jasa, 
pengangkutanytransportasi, hotel bintang 1 /hotel 
melati/hostel/ homestay/ guest house, rumah kos, 
bumi perkemahan/penyediaan akomodasi jangka 
pendek lainnya, rumah makarr /kedai/warung; 
dan atau 

d. mengikuti pengadaan barang/jasa pmerintah 
secara elektronik; 

(5) Insentif sebagaimana climaksud pada ayat (3) 
meliputi: 
a. pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan 

perkotaan; 
b. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; 
c. retribusi daerah; 

BABV 
KEMUDAHAN DAN INSENTIF 
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b. pengernbangan ... 

Pasa168 
(1) Penyelenggaraan Inkubasi bertujuan untuk: 

a. menciptakan usaha baru; 
b. menguatkan dan mengembangkan kualitas Usaha 

Mikro yang mempunyai nilai ekonomi dan berdava 
saingtinggi;dan ~ 

c. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya 
manusia terdidik dalam menggerakkan 
perekonornian dengan memanfaatkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi; 

(2) Penyelenggaraan lnkubasi dilakukan oleh Pemerintah 
Daerah, Iembaga pendidikan, badan hukum dan 
bukan badan hukum, dan/ a tau masyarakat; 

(3) Penyelenggaraan Inkubasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga inkubator dalam 
jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun; 

(4) Lembaga inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) melakukan: 
a. pembinaan, pelatihan, dan pendampingan kepada 

calon pelaku usaha; dan/atau 

BAB VII 
PENYELENGGARAAN INKUBASI 

Pasal 67 
Pemerintah Daerah dapat rnemberikan insentif dan 
kemudahan bagi usaha besar yang menyediakan 
pembiayaan bagi U saha Mikro dalam bentuk pinjaman, 
penjaminan, hibah, dan/ atau pembiayaan lainnya melalui 
kemitraan. 

Pasal 66 
( 1) Pemerintah Daerah menyediakan pembi.ayaan yang 

murah dan mudah bagi. Usaha Mikro dalam bentuk 
subsidi, penjaminan, dan pinjaman, atau pembiayaan 
lai.nnya yang bersumber dari APBD; 

{2} Pemerintah Daerah menyediakan hibah darr/atau 
bantuan dalam bentuk modal bagi Usaha Mikro 
pemula (start-up) dengan produk inovasi yang 
memiliki potensi pasar, nilai koniersial, atau berbasis 
teknologi, untuk pengembangan usaha dan/ atau 
penyelenggaraan Inkubasi; 

(3) Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan dalam 
bentuk penjaminan berupa pembayaran imbal jasa 
penjaminan kepada lembaga penjamin untuk 
menjaminkan paling banyak 80% (delapan puluh 
persen] atas pinjaman atau pembiayaan yang 
diberikan lembaga keuangan bank dan bukan bank; 

(4) Pemerintah Daerah melaksanakan peningkatan 
literasi keuangan dan memberikan pendampingan 
akses pembiayaan kepada Usaha Mikro; 

BAB VI 
PENYEDIAAN PEMBIAYAAN BAG-I USAHA MIKRO 
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Pasal 70 
(1) Penyelenggaraan Inkubasi dilakukan oleh lembaga 

incubator; 
(2) Lembaga inkubator sebagairnana dimaksud pada ayat 

(1) diselenggarakarr oleh lembaga pendidikan, badan 
usaha, dan/atau masyarakat; 

(3) Lembaga inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) berbentuk badan hukurn atau bukan badan 
hukum yang terdaftar dalam sistem pendaftaran, 
informasi, dan evaluasi Jnkubasi pada Kementerian; 

(4) Penyelenggaraan ... 

Pasal69 
( 1) Lembaga inkubator sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 68 ayat (3) menyelenggarakan kegiatan meliputi: 
a. pra Inku basi; 
b. Inkubasi; dan 
c. pasca Inkubasi; 

(2) Tahapan pra Inkubasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri dari: 
a. penawaran program Inku basi; 
b. seleksi peserta Inkubasi (tenanq; dan 
c. kontrak tertulis dengan peserta Inkubasi (tenant) 

(3) Tahapan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b paling sedikit: 
a. perumusan ide usaha; 
b. pelatihan ide usaha peserta Inkubasi; 
c. pemberian bimbingan dan konsultasi 

pengembangan usaha; 
d. pendampingan; dan 
e. pertemuan mitra usaha ( business matching). 

(4) Tahapan pasca Inkubasi sebagaimana dimaksud pada 
aya1 {1} huruf c paling sedikit.: 
a. menyediakan jejaring antar peserta Inkubasi 

(tenant); 
b. memberi peluang partisipasi kepemilikan pada 

perusahaan peserta Inkubasi (tenant); 
c. melakukan monitoring dan evaluasi 

perkembangan usaha peserta Inkubasi (tenant) 
paling singkat 2 (dua) tahun; 

d. memberikan fasilitasi akses sumber pembiayaan; dan 
e. mengarahkan para alumni inkubator membentuk 

wadah yang legal dalam pengembangan usaha; 

b. pengembangan pelaku usaha pemula yang inovatif 
dan produktif; 

(5) Dalam menyelenggarakan lnkubasi, lembaga 
inkubator memberikan layanan dalam aspek berupa: 
a. produksi; 
b. pemasaran; 
c. sumber daya manusia dan manajemen; 
d. pembiayaan; dan/ atau 
e. teknologi dan desain; 

(6) Penyelenggara inkubator dalam penyelenggaraan 
Inkubasi dapat bekerja sama dengan pihak lain baik 
dari dalam negeri dan/atau Iuar negeri; 
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PasaJ 73 ... 

Pasal 72 
(1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi lnkubasi 

kepada calon wirausaha dan/ a tau wirausaha pemula 
peserta Jnkubasi rnelalui penanggungan biaya 
Inkubasi paling lama 12 (dua belas) bulan; 

(2) Fasilitasi Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diberikan kepada peserta lnkubasi dengan kriteria: 
a. berbasie teknologi dan/atau berwawasan 

lingkungan: 
b. berorientasiekspor; atau 
c. inovatif berbasis industri kreatif; 

Pasal 71 
( 1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan 

Inkubasi secara terpadu dan berjenjang. 
(2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengembangan 

Inkubasi secara berjenjang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1} wajib melakukan: 
a. penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria 

penyelenggaraan Inkubasi yang telah ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat; 

b. pendataan dan pembinaan lembaga inkubator 
sesuai kewenangan Daerah; 

c. pembentukan dan pengembangan lembaga 
inkubator paling sedikit 1 (satu) lembaga 
inkubator; 

d. fasilitasi Inkubasi kepada masyarakat calon 
wirausaha dan/atau wirausaha pemula di 
wilayahnya paling sedikit 20 (dua puluh) peserta 
Inkubasi (tenant) dalam 1 (satu) tahun; dan 

e. pelaporan penyelenggaraan Inkubasi kepada 
peranglat daerah yang membidangi usaha mikro 
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu} tahun; 

(4) Penyelenggaraan inkubator sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman kepada norm.a, 
standar, prosedur, dan kriteria ten tang 
penyelenggaraan Inkubasi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

(5) Norma penyelenggaraan inkubator sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) meliputi: 
a profesional dan jujur; 
b. terbuka; 
c. mandiri; 
d. independen; dan 
e. akuntabel; 

(6) Lembaga inkubator wajib melaporkan 
penyelenggaraan inkubator kepada Menteri 2 (dua) 
kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan Juni dan bulan 
Desember melalui sistem pendaftaran, informasi, 
dan evaluasi Inkubasi; 
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BAB IX ... 

Pasal 75 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: 
a. permohonan Perizinan Berusaha berbasisi resiko 

Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang telah diajukan 
sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tetap 
dila.kukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah ini 
berlaku; 

b. seluruh sektor yang menerapkan kriteria Usaha Mikro 
menyesuaikan peru bahan kriteria U saha Mikro dan 
Usaha Kecil, sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun; dan 

c. penyediaan tempatpromosi dan pengembangan Usaha 
Mikro pada infrast.ruktur pu blik yang telah beroperasi 
harus memenuhi alokasi 30% (tiga puluh persen) pada 
tahun 2023; 

BAB VUI 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 74 
Sumber pendanaan untuk peningkatan dan 
pengembangan inkubator berupa pinjaman atau hibah 
yang bersumber dari: 
a. APBD; 
b. program tanggungjawab sosial dan. lingkungan badan 

usaha milik Daerah; 
c. dana tanggung jawab sosial dan lingkungan 

perusahaan; 
d. lembaga swadaya masyara.kat baik dalam dan luar 

negeri; dan/ atau 
e. sumber Jain yang sah berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

Pasal 73 
(1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan 

pengembangan Inkubasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 71 ayat (2) huruf d dilakukan secara 
periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) 
tahun atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan; 

(2) Lemb.aga inkubator yang melakukan pelanggaran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4), ayat 
(5) dan ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa: 
a. peringatan lisan; 
b. peringatan tertulis; dan/ atau 
c. penghapusan tanda daftar dalam sistem 

pendaftaran, inforrnasi, dan evaluasi Inkubasi; 
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN ~-~~ NOMOR .~ 
NOREG PERATURAN DAERAH KABAUPATEN SUKABUMI PROVINS! 
JAWA BARAT .YI BS-/;i,~:,_ 

. --~ ~-- ---- 

Diundangkan di Palabuhanratu 
pada tangg~,s- ~CJ Ll ~ :'!-~ ........... ;;.,. ,., ·- - . 

/~ t ._,..,.... ,/ 

SEKRE;rARlS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI, 
I' n:', ,1:f ! 
\ I 

--r --- ·~~-:_,::::,;:--- ---- --- -- --- 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah mi dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukabumi. 

Pasal 76 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 
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PASAL DEMT PASAL 
Pasal 1 

Cukup jelas. 
Pasal 2 

Cukup jelas. 
Pasal 3 

Cukup jelas. 
Pasal 4 

Cukup jelas. 

Untuk mengembangkan Usaha Mikro di Daerah agar menjadi 
mandiri dan berdaya saing perlu peran Pemerintah Daerah, dunia 
usaha dan masyarakat. 

Usaha Mikro perlu dikembangkan melalui perlindungan, 
pemberdayaan dan kemudahan dalam memanfaatkan peluang usaha 
dan menjawab tantangan perkembangan ekonomi di Daerah. 

Usaha Mikro mempunyai potensi dan peran yang strategis dalam 
meniugkatkan perekonomian, menopang ketahanan ekonomi 
masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan Iapangan kerja 
di Daerah sehingga perlu dilakukan perlindungan d~n pemberdayaan. 

Pembangunan daerah meru pakan salah satu bagian dari 
pembangunan nasional yang tidak dapat dilepaskan dari prinsip otonomi 
daerah. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah tersebut 
dibutuhkan kewenangan yang. luas, nyata, clan bertanggung jawab di 
tiaptiap daerah. Sebagai tindak lanjut penyelenggaraan otonomi daerah 
dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah yang merupakan kebijakan yang lahir dalam 
rangka menjawab dan memenuhi tuntutan reformasi dan semangat 
pembaharuan tentang demokratisasi antara hubungan pusat dan 
daerah serta upaya pemberdayaan daerah. 

Undang-Undang Nornor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
disusundenganmaksud untukmemberdayakan UsahaMikro, Kecil, dan 
Menengah. Secara umum struktur dan materi dari Undang-Undang ini 
memuat tentang ketentuan umum, asas, prinsip dan tujuan 
pemberdayaan, kriteria, penumbuhan iklim usaha, pengembangan 
'usaha, pembiayaan .<lan penjaminan, kernitraan, dan koordinasi 
pemberdayaan, sanksi administratif dan ketentuan pidana. 

I. UMUM 

PERLINDUNGA ... ~ DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO 

TENT ANG 

PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUML 
NOMOR '-1 TAHUN 2022 
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Cukup jelas. 
Pasal 14 

Yang dimaksud Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi adalah 
membantu Usaha Mikro dan usaha kecil dalam pengisian 
formulir pendaftaran dan/ atau membantu mengakses secara 
daring pendaftaran perizinan tunggal, pemenuhan kepemilikan 
sertifikat standar dan/ atau izin, dan perpanjangan sertifikat 
jaminan produk halal bagi Usaha Mikro 

Pasal 15 
Cukup jelas. 

Pasal 16 
Crump jelas. 

Pasal 17 
Cukup jelas. 

Pasal 18 
Cukup jelas. 

Pasal 19 
Cukup jelas. 

Pasal 20 
Cukup jelas. 

Pasal 21 
Cukup jelas. 

Pasal 22 
Cukup jelas. 

Pasal 23 
Cukup jelas. 

Pasal 24 
Cukup jelas. 

Pasal 25 
Cukup jelas. 

Pasal 26 
Cukup jelas. 

Pasal 27 
Cu.kup jelas. 

Pasal 28 
Cukup jelas. 

Pasal 5 
Cukup jelas. 

Pasal 6 
Cukup jelas. 

Pasal 7 
Cukup jelas. 

Pasal 8 
Cukup jelas. 

Pasal 9 
Cukup jelas. 

Pasal 10 
Cukup jelas. 

Pasal 11 
Cukup jelas . 

. Pasal 12 
Cukup jelas. 

Pasal 13 
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Pasal 29 
Cukup jelas. 

Pasal 30 
Cukup jelas. 

Pasal 31 
Cukup jelas. 

Pasal 32 
Cukup jelas. 

Pasal 33 
Cukup jelas. 

Pasal 34 
Cukup jelas. 

Pasal 35 
Cukup jelas. 

Pasal 36 
Cukup jelas. 

Pasal 37 
Cukup jelas. 

Pasal 38 
Cukupjelas. 

Pasal 39 
Cukup jelas. 

Pasal 40 
Cuku p jelas. 

Pasal 41 
Cukup jelas. 

Pasal 42 
Cukup jelas. 

Pasal 43 
Cukup jelas. 

Pasal 44 
Cukup jelas. 

Pasal 45 
Cukup jelas. 

Pasal 46 
Cukup jelas. 

Pasal 47 
Cukup jelas. 

Pasal 48 
Cukup jelas. 

Pasal 49 
Cukup jelas. 

Pasal 50 
Cukup jelas. 

Pasal 51 
Cukup jelas. 

Pasal 52 
Cukup jelas, 

Pasal 53 
Cukup jelas. 

Pasal 54 
Cukup jelas. 

Pasal 55 
Cukup jelas. 
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TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMl TAHUN ~.0~;2 
NOMOR .~B 

Cukup jelas, 
Pasal 70 

Cukup jelas. 
Pasal 71 

Cukup jelas. 
Pasal 72 

Cukup jelas. 
Pasal 73 

Cukup jelas. 
Pasal 74 

Cukup jelas. 
Pasal75 

Cukup jelas. 
Pasal 76 

Cukup jelas. 

Pasal 56 
Cukup jelas. 

Pasa! 57 
Cukup jelas. 

Pasal 58 
Cukup jelas. 

Pasal 59 
Cukup jelas. 

Pasal 60 
Cukup jelas. 

Pasal 61 
Cukup jelas. 

Pasal 62 
Cukup jelas. 

Pasal 63 
Cukup jelas. 

Pasal 64 
Cukup jelas. 

Pasal 65 
Cukup jelas. 

Pasal66 
Cukup jelas. 

Pasal 67 
Cukup jelas. 

Pasal 68 
Cukup jelas. 

Pasal 69 


